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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselenggaranya Focus Group Discussion “Membangun Pariwisata 

Berperspektif Kebudayaan dalam Rangka Perubahan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.” Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng yang dihadiri oleh 

Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, civitas akademika 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, dan stakeholder  di 

bidang kepariwisataan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan 

kepada peserta FGD yang telah berkenan mengikuti FGD secara fisik. 

Selain itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai 

pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan 

prosiding mengenai ”Membangun Pariwisata Berperspektif Kebudayaan 

dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan”. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai 

pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai 

bahan masukan berkenaan dengan penyusunan Rancangan Undang-

Undang tentang Kepariwisataan. 

 

Jakarta, 22 Maret 2024 

Kepala Badan Keahlian DPR RI, 

TTD. 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 

NIP. 196507101990031007 
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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua,  

Shalom, 

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  

Salam kebajikan. 

 

1. Yth. Bapak Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si (Rektor Universitas 

Katolik Indonesia Santu Paulus); 

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, LIC., M.A (Akademisi 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus); 

3. Yth. Bapak Dr. Inosensius Sutam (Akademisi Universitas Katolik 

Indonesia Santu Paulus) 

4. Yth. Bapak Rudolof Ngalu, S.FIL., M.PD (Akademisi Universitas 

Katolik Indonesia Santu Paulus) 

5. Yth. Bapak Dr. Frans Teguh, MA. (Staf Ahli Bidang Pembangunan 

Berkelanjutan dan Konservasi, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif); 

6. Yth. Kuntari, S.H., M.H. (Tim Penyusun RUU Kepariwisataan Pusat 

Perancangan Undang-Undang EkkuinbangKesra Badan Keahlian 

DPR RI); 

7. Yth. Bapak Ricko Wahyudi, S.H., M.H, (Plh. Kepala Pusat 

Perancangan Undang-Undang Bidang EkOnomi, Keuangan, 

Industri, Perdagangan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian 

DPR RI); 

dan hadirin sekalian yang berbahagia. 
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Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan 

karuniaNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti acara pada 

siang hari ini, yakni Focus Group Discussion mengenai ”Membangun 

Pariwisata Berperspektif Kebudayaan Dalam Rangka Perubahan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan’’  

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima 

kasih kepada Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si (Rektor Universitas 

Katolik Indonesia Santu Paulus) dan para narasumber yang telah 

berkenan untuk berbagi pemikiran dan gagasannya untuk Focus Group 

Discussion ini.  Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak 

Rudolof Ngalu, S.FIL., M.PD yang akan memandu jalannya kegiatan 

Focus Group Discussion pada hari ini.  

 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

Kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan 

bernegara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memajukan 

pariwisata sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan dan keragaman 

budaya, menikmati keindahan alam, mempelajari peninggalan sejarah, 

mengembangkan kreatifitas manusia, dan memperkokoh hubungan 

antar bangsa dengan tetap menjaga nilai, adat istiadat, dan warisan 

budaya yang tetap harus dilindungi dan dihormati. 

Penyelenggaraan kepariwisataan selama ini dikembangkan 

dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk 

kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada 
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pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat 

memberdayakan masyarakat yang mencakup empat pilar, yaitu industri 

pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. 

Selain itu, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat 

menjadi sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara. 

Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kepariwisataan 

berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap 

wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan 

pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi 

pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 

memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta 

tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat 

persahabatan antarbangsa. 

Ke depan, pariwisata perlu dipandang sebagai salah satu sektor 

yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku pariwisata, 

sehingga dalam menghitung dampak atau multiplier efect pariwisata 

tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga semua 

manfaat sosiologis dan psikologisnya terutama bagi wisatawan selaku 

konsumen. Begitu pula adanya perkembangan konsep pariwisata 

berkelanjutan menuntut seluruh pelaku wisata untuk memiliki 

pemahaman mendalam terhadap objek atau daya tarik wisata, turut 

bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, penciptaan pengalaman 

berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif 
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terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada 

akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku 

kepentingan.  

Salah satu upaya menjawab berbagai tantangan ke depan 

tersebut maka diperlukan konvergensi pariwisata dan budaya dimana 

kebijakan dan kegiatan pariwisata harus dilakukan dengan menghormati 

warisan seni, arkeologi dan budaya, yang harus dilindungi dan 

diwariskan kepada generasi mendatang. Konvergensi antara pariwisata 

dan budaya tersebut akan meningkatkan minat pengunjung dalam 

pengalaman budaya dan membawa peluang unik dalam berwisata. 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati,  

Berdasarkan poin-poin penting di atas, Badan Keahlian DPR RI 

dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus merasa penting untuk 

dilakukan Focus Group Discussion agar dapat memunculkan diskusi 

yang membangun yang dapat memberikan pandangan, pendapat, dan 

sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang dari sisi akademis 

mengenai pembangunan pariwisata berprespektif kebudayaan. 

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada 

kesempatan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa 

memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam pengabdian kita kepada 

bangsa dan negara.  

 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabbarakatuh 

Oom Santi Santi Santi Oom 
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Ruteng, 12 Januari 2024 

Kepala Badan Keahlian DPR RI, 

    

          

 TTD. 

 

 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 

NIP. 196507101990031007 

 

 

 

 

  



` 

13 

 

A. PAPARAN DAN MATERI NARASUMBER 

Kuntari, S.H., M.H. 

(Penyusun RUU tentang Kepariwisataan) 

 

“Pokok-Pokok Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan dan 

Sinergisme Kepariwisataan dengan Kebudayaan” 

 

 

 

PAPARAN 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 
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Sebelum memulai paparan sebagai pemantik diskusi hari ini, 

izinkan saya memperkenalkan diri, sebagaimana sudah dibacakan 

oleh moderator sebelumnya saya Kuntari, S.H., M.H, Perancang 

PUU Ahli Madya di DPR RI sejak Tahun 2002 sudah terlibat dalam 

penyusunan NA dan RUU hingga sekarang. Di Tahun 2022 saya 

ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI sebagai Ketua Tim 

Penyusunan NA dan RUU tentang Kepariwisataan, dan saat ini NA 

dan RUU tentang Kepariwisataan sedang disempurnakan secara 

intensif di Komisi X dengan Ketua Panja Ibu Agustina Wilujeng 

Pramestuti, S.S., M.M.  

Paparan dengan judul “Pokok-Pokok Pengaturan RUU 

tentang Kepariwisataan Dan Sinergisme Kepariwisataan dengan 

Kebudayaan” ini saya pilih sesuai arahan Ibu Ketua Panja yang 

menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk lebih mendalami 

bagaimana mengintegrasikan aspek budaya dalam upaya revisi UU 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

 

Bapak, Ibu, dan Adik-Adik Mahasiswa sekalian,  

Izinkan saya menampilkan gambar salah satu objek wisata di 

Kabupaten Ruteng yang sedang viral sebagai berikut yaitu “Lodok 

Meler” atau sawah berpola jaring laba-laba / spider web. 

Mencermati gambar tersebut apakah menurut Bapak Ibu sekalian 

merupakan objek wisata yang asli sebagai hasil budaya masyarakat 

Ruteng atau objek wisata buatan yang sengaja dibuat untuk menarik 

wisatawan? Ternyata berdasarkan pengumpulan data dan informasi 

yang saya lakukan ada dua hal yang menjadi temuan penting, 
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pertama masih ada anggapan berbeda atas objek wisata tersebut 

antara asli hasil budaya atau hanya buatan semata. Kedua, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai belum dapat mengelola 

dengan baik kawasan objek wisata tersebut karena masih belum 

ada kesepahaman dengan masyarakat sekitar. Potret ini banyak 

terjadi dan dialami oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia 

dalam upaya mengelola suatu objek wisata sebagai hasil budaya 

masyarakat di wilayahnya. 

Paparan ini diawali dengan struktur materi pembahasan yang 

terdiri dari pendahuluan, perkembangan penyusunan RUU, 

sinergisme kepariwisataan dengan kebudayaan, dan penutup. 

 

Pendahuluan 

Bapak Ibu dan Adik-Adik Mahasiswa, pastinya sering 

mendengar adanya ungkapan: No Culture, No Tourism.  

Secara faktual, pola konektivitas budaya dan pariwisata 

adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dengan potensi 

positif besar jika dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. 

Dengan memahami dan menghargai budaya lokal, pariwisata dapat 

menjadi kekuatan positif dalam memperkaya masyarakat dan 

melestarikan keberagaman budaya di seluruh dunia. 

Dalam gejolak perubahan global yang cepat, interkonektivitas 

global dan peningkatan mobilitas, kebudayaan sebagai sesuatu 

yang makna pada dunia, mempertahankan keunggulannya, bukan 

sebagai sesuatu yang membeku dalam ruang dan waktu, namun 

sebagai sesuatu yang juga berubah untuk memenuhi kebutuhan 
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manusia. Melalui perjalanan dan pariwisata kita menjumpai 

keragaman dan dinamika budaya, beserta warisannya baik dalam 

bentuk material (wujud) maupun immaterial (tak berwujud). 

Fakta berikutnya, Indonesia memiliki kekayaan dan warisan 

budaya yang perlu dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata 

unggulan. Kita perlu untuk membangun dan mengembangkan 

identitas pariwisata yang berbasis kepada budaya bangsa dengan 

tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, 

dan warisan budaya. 

 

Perkembangan Penyusunan RUU 

NA dan RUU tentang Kepariwisataan telah kami susun dan 

dipresentasikan di Komisi 10 pada tanggal 4 Juli 2022 selanjutnya 

Tim Pendamping Badan Keahlian DPR RI bersama Komisi X dan 

Kemenparekraf melakukan berbagai diskusi dan dengar pendapat 

dengan para pakar, dan salah satunya adalah yang kita lakukan hari 

ini yaitu FGD dengan akademisi di Universitas Katolik Santu Paulus 

Ruteng. 

Selain itu, kami juga telah  melakukan studi banding dan studi 

literasi mengenai pengelolaan kepariwisataan di negara lain 

sebagai berikut: 

1. Turki 

Di Negara Turki, setiap pelaku atau perusahaan 

pariwisata wajib mendapatkan sertifikat pariwisata, salah satu 

kegunaannya ialah untuk memudahkan pengawasan, 

pembinaan, dan syarat mendapatkan insentif. Selanjutnya, 
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pelaku pariwisata atau investor yang memegang sertifikat 

pariwisata selama periode investasi harus melaporkan kepada 

Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dua kali setahun 

mengenai kemajuan investasi mereka. Selain itu, perusahaan 

yang memegang sertifikat pariwisata harus menyerahkan data 

yang akan digunakan sebagai data statistik pariwisata Turki 

kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki setiap tiga 

bulan. 

Turki memiliki UU Kepariwisataan yang mengatur sektor 

pariwisata, termasuk definisi budaya, pelestarian pariwisata, 

daerah pengembangan, kawasan pariwisata, pusat pariwisata 

dan sarana pendirian, pengembangan, pusat, bentuk 

dukungan, regulasi, inspeksi investasi dan fasilitas pariwisata. 

Dalam penentuan pelestarian budaya pariwisata, daerah 

pengembangan, dan kawasan pariwisata dan pusat pariwisata, 

regulasi UU Kepariwisataan mempertimbangkan aspek aset 

pariwisata alam, sejarah, arkeologi dan sosial budaya negara, 

potensi musim dingin, perburuan dan olahraga air, pariwisata 

kesehatan dan jenis pariwisata lainnya.  

2. Vietnam 

Negara Vietnam memiliki UU Kepariwisataan yang 

ruang lingkup utamanya mengatur sumber daya dan kegiatan 

pariwisata,  hak dan kewajiban wisatawan, organisasi dan 

individu yang melakukan bisnis pariwisata, dan organisasi 

serta individu lain yang terlibat dalam kegiatan wisata.  Adapun 

prinsip pengembangan pariwisata negara Vietnam untuk 
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memastikan keselarasan antara pembangunan sosial ekonomi 

dan perlindungan lingkungan, mengembangkan wisata budaya 

dan sejarah serta ekowisata di daerah prioritas dan utama, dan 

melestarikan, memperindah, dan mempromosikan nilai-nilai 

sumber daya pariwisata. 

Dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam industri 

pariwisata, negara Vietnam memberikan ruang partisipasi dan 

dukungan berinvestasi dalam pengembangan pariwisata, 

restorasi dan promosi berbagai budaya tradisional, seni cerita 

rakyat, kerajinan tangan, dan produksi barang-barang lokal 

untuk melayani wisatawan. Hal tersebut akan berkontribusi 

untuk meningkatkan kehidupan material dan spiritual penduduk 

setempat. 

 

 

3. Thailand 

Menurut Poltekpar Medan, di Thailand penelitian 

Songserm dan Wisansing (2013) menunjukkan bagaimana 

pariwisata budaya dapat dikembangkan dengan melibatkan 

masyarakat setempat dan menggunakan pendekatan apresiatif 

mengembangkan perspektif akar rumput baru yang dapat 

dibagikan dengan sektor pariwisata. Songserm dan Wisansing 

dapat mulai mengidentifikasi elemen-elemen penting dari 

keberlanjutan wisata budaya, yang dapat dirangkum dalam 

definisi kerja berikut: pariwisata budaya berkelanjutan berbasis 

komunitas melibatkan pemanfaatan benda-benda nyata dan 
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sumber daya budaya tak benda dalam rangka menunjang 

kebudayaan, sosial dan vitalitas ekonomi masyarakat 

setempat, menciptakan kesepahaman antarpemangku 

kepentingan, sehingga memfasilitasi penyediaan pengalaman 

otentik dan menarik untuk pengunjung. 

 

Selama penyusunan RUU terdapat beberapa kali perubahan 

sistematika RUU, adapun perbandingan sistematika RUU dapat 

dilihat antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, RUU tentang Kepariwisataan (draf per tanggal 4 

Juli 2022) yang meniadakan Bab Ketentuan Pidana, dan RUU 

tentang Kepariwisataan (draf per tanggal 12 Juli 2023) yang 

menambahkan Bab tentang Riset, Perencanaan, dan Pendidikan 

Kepariwisataan; Destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; 

Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal; Badan Pariwisata Indonesia; 

Asosiasi Kepariwisataan; Diplomasi Budaya; serta Pemasaran 

Pariwisata. 

Penguatan substansi budaya yang terdapat di dalam RUU 

diantaranya: 

1. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain:  

a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat 

istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah; 

b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal; 

c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam 

berkebudayaan; dan 

d. menumbuhkan budaya berwisata. 
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2. Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataan, antara lain: 

a. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan 

nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman; dan 

b. mengembangkan warisan budaya dan kearifan lokal 

sebagai lokomotif peningkatan perekonomian rakyat. 

3. Diplomasi Budaya 

Upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui 

instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra 

positif Indonesia, melalui kegiatan pemasaran, penjenamaan, 

dan promosi pariwisata dengan pemanfaatan budaya, dalam 

bentuk pusat budaya dan pariwisata, pertukaran budaya, 

pameran, pemanfaatan industri kreatif, pengembangan 

gastronomi, penguatan peran media, dan/atau kerja sama 

antarnegara dalam bidang pariwisata 

4. Kepariwisataan Berbasis Masyarakat Lokal 

Masyarakat dapat membentuk destinasi pariwisata 

berbasis masyarakat lokal berbentuk desa wisata yang 

memiliki kriteria:  

a. daya tarik wisata yang otentik dan menarik; 

b. masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan; 

dan 

c. ketersediaan infrastruktur bagi pengunjung yang sesuai 

dengan kearifan lokal. 

5. Kawasan Penyangga 

a. Pembangunan pengembangan destinasi pariwisata 

dilakukan dalam kawasan geografis dengan 
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memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya 

masyarakat setempat serta keberadaan kawasan 

penyangga yang terletak di sekitar destinasi kawasan 

pariwisata.  

b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang 

membangun dan mengembangkan kawasan penyangga. 

6. Sinkronisasi Perencanaan  

a. Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional 

harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan 

RPJPN dan RPJMN.  

b. Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi 

dan rencana induk pembangunan kepariwisataan 

kabupaten/kota harus disusun dan dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan RPJPD dan RPJMD. 

 

Sinergisme Kepariwisataan dengan Kebudayaan 

Terwujudnya sinergisme kepariwisataan dan budaya sepakat 

menjadi mimpi Presiden, Menteri, DPR, adalah mimpi rakyat yang 

sejalan dengan visi bernegara. Kemeparekraf memiliki mimpi besar 

bahwa sektor pariwisata harus sustainable dan inklusif serta 

menjadi penyumbang ekonomi negara yang besar. Sektor 

pariwisata juga harus mampu menjaga identitasnya, tangguh, 

mampu berkompetisi secara globlal, dan membangun system 

thinking. 

Dari pendapat akademisi sebagai pakar diperoleh berbagai 

konsep pemikiran yaitu: 
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1. Prof Wiendu 

Memaknai no culture, no tourism yaitu penyelenggaraan 

kepariwisataan berkontribusi secara signifikan terhadap 

pelestarian budaya  

Keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan perlu 

diselenggarakan secara sinergi dan terpadu, di satu sisi 

kepariwisataan harus fokus dalam memanfaatkan sekaligus 

menjaga kelestarian seluruh potensi yang ada, baik potensi 

budaya maupun keindahan alam. Di sisi lain, kepariwisataan 

harus mampu berperan dalam mensejahterakan masyarakat 

dan meningkatkan pendapatan negara. Nilai-nilai 

keseimbangan, sinergitas, dan keberlanjutan dua sisi tersebut 

menjadi titik ukur dalam membangun peradaban sektor 

kepariwisataan Indonesia ke depan. 

Indikator mengukur pariwisata berkualitas, terutama: 

a. pembelanjaan wisatawan per penduduk dalam suatu 

destinasi; 

b. kualitas hidup penduduk lokal/masyarakat; 

c. tingkat kepuasan wisatawan (surveyi kepuasan); 

d. peringkat destinasi pariwisata secara eksternal; dan 

e. audit internal suatu destinasi. 

Visi pariwisata Indonesia kedepan (Tahun 2034) 

menjadikan pariwisata Indonesia sebagai: 

a. penghasil devisa negara terbesar sebagai pengganti dari 

sektor: minyak dan gas; aneka tambang; kelapa sawit dan 

hasil hutan; 
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b. penyerap tenaga kerja berkualitas yang sangat efektif; 

c. alat pemersatu bangsa dan penguatan identitas nusantara 

serta memupuk rasa cintah tanah air; dan 

d. instrumen pemerataan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat yang bisa sangat cepat dan tepat sampai 

kepada masyarakat. 

2. Dr. Myra 

Paradigma pembangunan kepariwisataan secara umum 

sudah perlu bergeser dari paradigma pertumbuhan → 

perkembangan/tidak sekedar tumbuh secara kuantitatif tetapi 

kualitatif menuju pembangunan bertumpu/berpusat kepada 

masyarakat dan berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup. 

Perubahan paradigma pembangunan menuju kepada 

pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat, mendorong 

keberpihakan dalam bentuk:  

a. masyarakat/penduduk sebagai wisatawan – bagian dari 

pengejawantahan bahwa pariwisata merupakan bagian 

dari kebutuhan manusia, perilaku sosial dan bagian dari 

HAM; 

b. masyarakat sebagai tuan rumah yang harus menjaga diri 

dan dihormati oleh para pengunjung: wisatawan maupun 

pelancong; 

c. masyarakat sebagai pekerja di berbagai sektor 

pendukung pariwisata → Green Jobs & Decent Work; dan 
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d. masyarakat sebagai pengusaha– keberpihakan bagi 

masyarakat Indonesia untuk mengusahakan dan memiliki 

berbagai jenis usaha penunjang pariwisata. 

Dari aspek pertumbuhan, pariwisata perlu dilihat tidak 

hanya sebagai pundi ekonomi tetapi juga dari berbagai segi 

pandang lainnya yaitu, pariwisata nusantara sebagai 

pemersatu bangsa, jati diri, pariwisata sebagai ‘perantara’ 

untuk pelestarian lingkungan dan pemajuan kebudayaan, 

bukan sekedar pemanfaat alam dan budaya, pariwisata dalam 

kaitannya dengan wawasan nusantara dan pulau-pulau 

terdepan, dan pariwisata bahari sejogyanya menjadi pilihan 

pembangunan kepariwisataan Indonesia. 

Pariwisata berkualitas bercirikan: 

a. Experiencing Completely Immersive Kind of Tourism; 

b. Learning New Life-Changing Philosophies from the locals; 

c. Contribute to the Sustainability of Local Community; 

d. Being an Important Part in Environmental Preservation; 

e. Finding Many New Hidden Gems on the Destinations; and  

f. Avoiding Larger Crowds for Better Enjoyments. 

3. BAPPENAS 

Bappenas menginformasikan bahwa arus utama 

pembangunan kepariwisataan telah berubah dari sustainable 

tourism menuju regenerative tourism. 

Pariwisata berkelanjutan dimaknai sebagai pariwisata 

yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial 
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dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan 

pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal.  

Pariwisata regeneratif memiliki tujuan utama adalah 

pengunjung memberikan dampak positif pada tempat wisata 

dan meninggalkan dalam kondisi yang lebih baik daripada 

sebelumnya. Konsep ini bertujuan untuk secara aktif 

merevitalisasi dan meregenerasi, menghasilkan siklus dampak 

positif pada masyarakat dan ekonomi lokal: regenerasi 

berkelanjutan. 

Sejak Tahun 2005 kepariwisataan mengalami 

perkembangan signifikan salah satunya dalam aspek 

diversifikasi dan pemerataan destinasi pariwisata melalui salah 

satunya pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi baru 

yang tentunya akan berdampak pada wilayah penyangganya 

termasuk Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. 

Sebagai landasan transformasi: ketahanan sosial, 

budaya, dan ekologi dalam satu kesatuan, maka pariwisata 

harus memperhatikan kemajuan kebudayaan, kelestarian 

lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana. 

Pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2025-2045 

melalui transformasi multi-sektoral yaitu ekonomi, sosial, dan 

tata kelola dengan tetap memperhatikan kemajuan 

kebudayaan dan kelestarian lingkungan, serta ketahanan 

terhadap bencana. 



` 

26 

 

4. Rapat Dengar Pendapat Umum PANJA RUU Kepariwisataan 

Komisi X, Selasa 28 November 2023 Pola Konektifitas Budaya 

dan Pariwisata. 

a. Poltekpar Medan menjelaskan model pariwisata 

berkelanjutan berupa triangular partnership: pariwisata, 

budaya, dan masyarakat/komunitas. Pariwisata, 

kebudayaan, dan komunitas merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya memberikan 

makna penting untuk mendukung komunitas dan 

komunitas pada gilirannya menjiwai dan mereproduksi 

budaya. Pariwisata juga mendukung kebudayaan dengan 

menghasilkan dukungan ekonomi dan budaya 

menyediakan konten penting untuk pariwisata. 

Masyarakat lokal juga berperan penting dalam 

memastikan keberlanjutan pariwisata melalui penyediaan 

kegiatan yang melekat secara lokal, dan pariwisata 

mendukung komunitas lokal secara ekonomi. Dalam hal 

ini terdapat hubungan segitiga yang berkelanjutan antara 

pariwisata, budaya dan komunitas yang berpotensi 

memastikan bahwa ketiga bidang tersebut mendapat 

manfaat. Model ini dikaitkan dengan juga menekankan 

fakta bahwa hubungan antara ketiganya mendasar unsur-

unsur sistem bersifat dinamis dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. Salah satu perubahan paling signifikan 

terkini, misalnya, adalah peralihan dari model wisata 

budaya tradisional berdasarkan warisan nyata menuju 
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lebih inklusif yakni model yang mencakup lebih banyak 

elemen budaya tak berwujud dan budaya ‘sehari-hari’.  

Pariwisata adalah sangat penting dalam hal ini, karena 

tren saat ini bagi wisatawan untuk meminta lebih banyak 

pengalaman ‘lokal’ dan mampu ‘hidup seperti warga lokal’. 

b. Poltekpar Makassar mengungkapkan adanya konvergensi 

pariwisata dan budaya “Kebijakan dan kegiatan pariwisata 

harus dilakukan dengan menghormati warisan seni, 

arkeologi dan budaya, yang harus mereka lindungi dan 

wariskan kepada generasi mendatang; perhatian khusus 

harus dicurahkan untuk melestarikan monumen, situs 

ibadah, situs arkeologi dan bersejarah serta meningkatkan 

museum yang harus terbuka luas dan dapat diakses oleh 

kunjungan pariwisata”. Konvergensi antara pariwisata dan 

budaya, dan meningkatnya minat pengunjung dalam 

pengalaman budaya, membawa peluang unik tetapi juga 

tantangan yang kompleks untuk sektor pariwisata. 

c. Politeknik Sahid Jakarta menyatakan bahwa dalam teori 

sosiologi dan budaya, dikenal Teori Komoditi Appadurai 

yang menekankan peran perubahan sosial dan budaya 

dalam perkembangan pariwisata. Pariwisata dianggap 

sebagai bentuk interaksi antara kelompok budaya yang 

berbeda. Interaksi ini mencakup pertukaran ide, nilai, dan 

tradisi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Teori ini 

menggambarkan pariwisata sebagai sarana untuk 

pertukaran budaya. Teori ini melibatkan konsep tentang 
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bagaimana barang-barang atau komoditas memasuki dan 

memengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Dalam 

konteks pariwisata, pendekatan ini dapat diaplikasikan 

pada pemahaman tentang bagaimana objek dan 

pengalaman pariwisata menjadi komoditas yang dapat 

dipertukarkan. 

 

Beberapa poin kunci dalam menyimpulkan pola konektivitas 

budaya dan pariwisata ada tujuh (7) poin yang direkomendasikan 

sebagai berikut: 

1. interaksi timbal balik, hubungan antara pariwisata dan budaya 

menciptakan interaksi saling memengaruhi, di mana wisatawan 

sering mencari pengalaman budaya autentik, sementara 

budaya lokal dapat berkembang melalui interaksi dengan 

pengunjung; 

2. pembentukan identitas lokal, pariwisata berperan dalam 

mempromosikan dan mempertahankan warisan budaya suatu 

daerah, dengan identitas lokal yang kuat menjadi daya tarik 

utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman unik; 

3. dampak ekonomi dan peluang pekerjaan, pariwisata dapat 

menjadi sumber pendapatan signifikan bagi komunitas lokal, 

dengan industri pariwisata berkelanjutan menciptakan 

lapangan pekerjaan, mendorong kegiatan ekonomi lokal, dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat; 

4. pertukaran budaya, keberagaman budaya yang dibawa oleh 

wisatawan menciptakan peluang pertukaran budaya antara 
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komunitas lokal dan pengunjung, merangsang inovasi, 

toleransi, dan pemahaman lintas budaya; 

5. tantangan keberlanjutan, peningkatan pariwisata juga 

membawa tantangan terkait pelestarian budaya dan 

lingkungan. oleh karena itu, pengembangan model pariwisata 

yang berkelanjutan, menghormati nilai budaya, dan melibatkan 

komunitas lokal menjadi penting; 

6. peran pendidikan dan kesadaran, pariwisata berfungsi sebagai 

alat pendidikan yang efektif, memberikan kesempatan bagi 

wisatawan untuk memahami sejarah, tradisi, dan nilai budaya 

suatu tempat. kesadaran ini dapat mendorong apresiasi 

terhadap keragaman budaya; dan 

7. pengaruh teknologi dan aksesibilitas, perkembangan teknologi, 

khususnya dalam konektivitas dan informasi, telah mengubah 

cara wisatawan berinteraksi dengan budaya. Aksesibilitas 

informasi dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi 

terhadap warisan budaya. 

 

Penutup 

Sebagai penutup dapat disimpulkan 2 hal, pertama, 

penguatan sinergisme pariwisata dan kebudayaan menjadi 

paradigma baru dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. Kedua, penormaan paradigma baru 

tersebut perlu melibatkan pemangku kepentingan di daerah agar 

tetap menjaga nilai-nilai budaya di daerah dan sejalan dengan 
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upaya pengembangan pariwisata berkualitas yang mengutamakan 

regenerasi berkelanjutan. 

 

Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat dalam 

memperkaya materi FGD kita hari ini. 

 

Terima kasih, selamat siang, 

Wabillahi taufik walhidayah 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI 
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Prof. Dr. Yohannes Servatius Lon., M.A 

(Akademisi Universitas Katholik Santu Paulus, Ruteng) 

 

“Pengelolaan Pariwisata Di Daerah Dalam Upaya Pemajuan 

Kebudayaan Melalui Perlindungan Nilai Adat dan Aspek 

Budaya Setempat” 

 

 

 

PAPARAN 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua,  
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Shalom, 

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  

Salam kebajikan. 

 

Memajukan kebudayaan dalam kegiatan pariwisata 

merupakan penjabaran dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(UU No. 10 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa kepariwisataan 

bertujuan untuk memajukan kebudayaan. Dengan kata lain dalam 

UU No. 10 Tahun 2009 terdapat mandat bahwa penyelenggaraan 

kepariwisataan untuk melindungi kebudayaan. 

Hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya (actus 

humanus) mempunyai pengertian bahwa manusia tidak dapat 

dipisahkan dari budaya. Memajukan budaya berarti memajukan 

peradaban manusia. Karena itu manusia disebut produk kultural, 

yang dikenal sebagai actus kontesk budaya. Dengan adanya 

kegiatan pariwisata menandakan terjadinya pertemuan budaya 

yang ditindaklanjuti dengan adanya sikap ketertarikan dan adanya 

sikap menghargai (respect) terhadap kebudayaan.  

Sumber daya pariwisata terdiri dari alam, manusia, dan 

budaya.  Dalam hal ini Indonesia sangat kaya dengan sumber daya 
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alam dan manusia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang 

budaya. Sumber daya budaya di Indonesia juga sangat unik dan 

bervariasi. Masing-masing daerah mempunyai corak kebudayaan 

yang berbeda-beda yang tidak ditemui di wilayah lainnya. Setiap 

suku bangsa mempunyai ragam budaya yang khas dan 

mempertahankan kearifan lokal.  

Sangat disayangkan jika kita tidak menjaga dan memelihara 

obyek wisata sebagai warisan budaya bangsa, maka akan 

menimbulkan dampak negatif pariwisata. Akibat dari dampak 

negatif pariwisata akan menimbulkan ancamaan bagi eksistensi 

budaya lokal. Pemerintah juga harus memproteksi budaya lokal dari 

pengaruh budaya global yang masuk ke Indonesia. Ketika terjadi 

pengelolaan pariwisata yang tidak profesional juga mengancam 

keberadaan pariwisata dan budaya lokal. 

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, 

Untuk itu, kita tetap harus menjaga dan melestarikan adat dan 

budaya warisan para leluhur. Khusus di Kabupaten Manggarai 

terdapat nilai adat masyarakat Kabupaten Manggarai. Dengan 

demikian tanggung jawab pengelolaan pariwisata di daerah diambil 

dan berdasarkan nilai-nilai pariwisata yang ada di daerah tersebut. 

Daerah pengelolaan pariwisata yang sudah baik yaitu di Bali dan 

Yogyakarta. Sedangkan pengelolaan yang belum maksimal yaitu di 

Nusa Tenggara Timur. Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan 

kepariwasataan akan sukses bila terdapat profesionalitas dari pihak  

pengelolaan pariwisata. Kesuksesan dalam pengelolaan pariwisata 
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juga akan berhasil apabila terdapat sinergitas dan kolaborasi antara 

pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat. 

Bentuk komitmen yang harus dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Mangarai untuk memajukan pariwisata yaitu: 

a. menyusun komitmen Pemerintah dalam bidang juridis, politis, 

dan finansial; 

b. mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai perlindungan adat 

dan budaya yang substansinya memuat upaya perindungan 

nilai adat dan perlindungan budaya lokal;  

c. melestarikan lembaga adat; dan  

d. membuat program pemberdayaan desa adat dan sumber daya 

manusia yang terlibat.  

Untuk menunjang agar pembangunan pariwisata dapat 

menjadi maju, selain adanya komitmen dan peran dari pemerintah, 

perlu juga terdapat keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini perlu ada 

komitmen dari pelaku wisata, hotel, restoran, transportasi, petugas 

keamanan (satpam), profesional, dan memahami budaya lokal. 

Selain itu, perlu adanya komitmen dari masyarakat untuk menjaga 

dan memelihara tempat-tempat wisata. 

 Dengan demikian, perubahan UU No. 10 Tahun 2009 akan 

menjadi komprehensif jika memuat pencantuman pengakuan akan 

keberadaan budaya setempat (yang memuat nilai-nilai adat istiadat 

dan kearifan lokal). Selain itu perlu ada sinergi dan komitmen dari 

peran masyarakat adatnya. Peran Pemerintah dan pelaku wisata 

sangat diperlukan untuk melindungi nilai adat dan budaya lokal 

setempat. 
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Demikian paparan dari saya, untuk kemudian kita lanjutkan 

dengan tanya jawab. 

 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi wabbarakatuh 

Shalom  
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MATERI 
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Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si 

(Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, NTT) 

 

“Peran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Wisata Budaya serta Arah Pembangunan Pariwisata 

Kabupaten Manggarai ke Depan” 

 

 

 

Assalamualaikum, 

Shalom, 

Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin semua 
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Lima tahun terakhir jika menyebut pariwisata, refleksi sebagai 

orang lokal, pariwisata merupakan sebuah term yang mewah, term 

yang sulit untuk dijangkau. Labuan Bajo yang dilabeli sebagai 

pariwisata super prioritas, mengakibatkan munculnya sebuah narasi 

dominan, dengan kebijakan, investasi, dan kucuran dana yang 

besar. Namun, terdapat gap yang sangat signifikan antara narasi 

pariwisata ini dengan posisi kelokalan. Perspektif lokal ini bagus 

apabila diberi ruang di RUU tentang Kepariwisataan. Khususnya 

kelokalan yang dimaksud adalah jika bicara mengenai kebudayaan 

yang merupakan hal penting dan fundamental. Menyusun RUU 

tentang Kepariwisataan ini menjadi usaha untuk menyusun 

Indonesia lebih baik. 

Pariwisata tidak boleh lebih besar dari Indonesia itu sendiri. 

Melalui undang-undang ini diharapkan dapat memberi perlindungan 

bagi kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan sebagai narasi 

dominan pariwisata berdampingan dengan multi narasi lainnya. 

Pariwisata itu sendiri sebagai akulturasi ekonomi dan profit, maka 

narasi-narasi itu dalam studi kolonial akan menjadi sub counter 

narasi. Baik narasi yang terjajah maupun dominan naratif yang 

mengarah dengan kelokalan. 

Undang-undang ini harus dapat melindungi suatu kawasan 

pariwisata dari adanya investasi luar biasa yang menjadi dominan, 

namun menyebabkan kawasan penyangga lainnya tidak tersentuh, 

seperti hal nya Labuan Bajo dan Ruteng. Undang-undang ini harus 

memberi afirmasi bagi daerah kawasan penyangga sehingga tidak 

ada gap. 
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Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, 

Perspektif budaya di suatau kawasan pariwisata tidak muncul 

karena sudah terintimidasi dengan narasi dominan. Saya pikir 

kelokalan merupakan kewajiban kultural. Saat ini kewajiban kultural 

tersebut terkikis dan terjembatani antar dimensi antara kultural 

dengan kepariwsataan sendiri. Pariwisata menjadi lawan dalam 

konstruksi sosial. Secara kultural kita memiliki rintangan-rintangan 

tertentu, bahwa terdapat adat kebiasaan yang belum dapat 

berdialog dengan kepariwisataan itu sendiri. 

Dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisataan ini perlu 

melihat aspek pendekatan yang secara dominan akan dimunculkan 

dalam undang-undang ini, apakah dengan undang-undang ini akan 

dimunculkan karakteristik lokal dan kekayaan lokal yang sangat unik 

atau tidak. Jika hal tersebut dimunculkan maka harus dibarengi 

dengan kebijakan. Sebagai contoh, daerah Manggarai dan 

Manggarai Timur jika tidak difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maka 

tidak akan bisa seperti daerah Manggarai Barat yang didalamnya 

ada Labuan Bajo. Promosi suatu kawasan dengan kelokalan yang 

dimilikinya memang diperlukan, namun selain itu paling penting 

adanya investasi pendanaan. Karena jika tidak ada pembiayaan dari 

Pemerintah Pusat situasi akan tetap seperti ini yaitu tertimpa.  

Undang-undang ini dengan perhatian pada dimensi kultural 

dan aspek lokal harus menjadi sebuah jembatan kucuran bagi 

dialog kebudayaan yang harus terjadi. RUU tentang Kepariwisataan 

ini diharapkan dapat lebih dari sekedar regulasi, namun merupakan 
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jembatan dialog kebudayaan yang bukan hanya promosi 

kebudayaan. Titik kritis dan krusial dari undang-undang ini adalah 

jika ingin membawa dalam sebuah wacana lebih besar Indonesia, 

maka harus menarasikan budaya melalui investasi. Multi narasi 

yang ada diberi investasi yang luas, selanjutnya terdapat pemberian 

sanksi, karena sejauh ini yang dilakukan saat ini hanya sebatas 

kehendak Riparnas. 

Demikian paparan dari saya, sekian dan terima kasih. 

 

Shalom  
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MATERI 
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Dr. Frans Teguh MA., CHE  

(Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan 

Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 

 

“Perspektif Kebudayaan dalam Pembangunan 

Kepariwisataan” 

 

 

 

PAPARAN 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua,  

Shalom, 

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  

Salam kebajikan. 
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Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo berjalan sangat 

pesat. Banyak catatan kritis terhadap Labuan Bajo. Pembangunan 

pariwisata bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi merupakan 

momentum/peluang yang dapat menjadi berkah (tonic) sedangkan 

di sisi lain dapat menjadi bencana (toxic). 

Berdasarkan data dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, 

Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset 

dan Teknologi, sampai dengan tahun 2022, jumlah warisan budaya 

tak benda di Indonesia yang sudah ditetapkan sebanyak 1728. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya menjadikan 

budaya sebagai basis nilai dan tonggak pengembangan pariwisata 

di berbagai destinasi, salah satunya Destinasi Pariwisata Super 

Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.  

Paradigma pembangunan kepariwisataan dalam perspektif 

kebudayaan menekankan pada beberapa poin. Pertama, 

pembangunan kepariwisataan berbasis nilai dan sains/ilmu 

pengetahuan. Kedua,  kebudayaan merupakan roh dan spirit 

kepariwisataan. Ketiga, perlu disadari bahwa kebudayaan adalah 

modalitas pembangunan kepariwisataan. Keempat, kepariwisataan 

berperan dalam upaya pemajuan kebudayaan. Kelima, 

pembangunan kepariwisataan harus menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Pembangunan 

kepariwisataan tidak terlepas dari upaya pelindungan terhadap nilai 

agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan 

mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Selain itu 
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pembangunan kepariwisataan juga harus mampu menghadapi 

tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, 

Perspektif pemajuan kebudayaan dalam UU No. 5 Tahun 

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pada tiga 

aspek yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan juga 

selaras dengan pengembangan ekosistem kepariwisataan. 

Kesinambungan dan keselarasan  antara pariwisata dan budaya 

merupakan kata kunci. Dalam pariwisata,   persoalan narasi 

merupakan hal yang penting, bagaimana 

menarasikan/mempromosikan budaya. Adapun produk wisata akan 

terkait dengan pengalaman (experience). Berbagai pemangku 

terkait harus mampu merancang produk wisata serta 

memproyeksikan pengalaman apa yang akan diperoleh wisatawan. 

Unsur kebudayaan dalam pariwisata antara lain bahasa, 

masyarakat atau tradisi, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan 

makan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat atau history of 

the region, cara kerja dan teknologi, bentuk dan karakteristik 

arsitektur di daerah, serta tata cara berpakaian penduduk setempat. 

Dari unsur tersebut, dapat dirancang pengembangan pariwisata 

budaya dengan kegiatan menjelajah untuk melihat, meneliti, 

mengetahui, dan memahami warisan budaya yang masih 

berlangsung hingga sekarang  serta warisan masa lalu.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa warisan budaya masa lalu 

merupakan modal untuk pembangunan pariwisata budaya. 
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Kesadaran wisatawan untuk memahami warisan budaya masa lalu  

dalam mencari autentisitas dan identitas budaya harus disambut 

dengan desain pengembangan pariwisata budaya di mana 

wisatawan dapat mempelajari kekayaan masyarakat masa lalu 

melalui monumen, situs arkeologi, bangunan bersejarah, arsitektur, 

atau artefak. Selain itu, wisatawan diharapkan akan memperoleh 

pengetahuan tentang warisan budaya yang berhubungan dengan 

aspek kehidupan sosial budaya seperti sejarah, tradisi, adat istiadat, 

dan bahasa. Wisatawan juga diharapkan akan merasakan langsung 

pengalaman yang tidak terbatas pada membuat  hasil karya  tetapi 

juga memiliki pengalaman merasakan langsung pola hidup serta 

tradisi di masa lalu yang masih hidup hingga saat ini. Berdasarkan 

hal tersebut, dapat diusung desain pengembangan pariwisata 

dengan pendekatan tata ruang budaya filosofi dan nilai kearifan lokal 

masyarakat. Baik dari segi penataan lanskap, bangunan, simbol, 

narasi, interpretasi, wisata edukasi, maupun konsep yang ditawarkan 

merupakan manifestasi dari filosofi serta nilai kearifan lokal 

masyarakat tersebut. 

Dalam kepariwisataan harus diperhatikan agar destinasi, 

produk, atau jasa pariwisata memiliki nilai keunggulan, manfaat, 

nilai perbedaan, dan daya saing dengan mengutamakan lokalitas, 

hospitality management, unique ambiance, serta look and feel yang 

akan menjadi pilihan utama pengunjung atau wisatawan. Ke depan, 

pilihan pengembangan ekosistem kepariwisataan harus tetap 

merawat dan memuliakan sumber daya alam, meningkatkan nilai 

ekonomi, sosial budaya, bisnis yang berkelanjutan dengan 
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dukungan inovasi teknologi informasi dan digitalisasi, dan secara 

konsisten menerapkan model pelayanan publik dan tata kelola 

kolaboratif dengan partisipasi publik yang inklusif. Dengan 

demikian, etalase lanskap kepariwisataan dapat menjadi model 

pengembangan yang mengutamakan nilai attractiveness, 

localness, competitiveness, inclusiveness, and sustainability 

(ALCIS). 

Pentingnya perspektif kebudayaan dalam pembangunan 

kepariwisataan perlu menjadi highlight dalam revisi UU tentang 

Kepariwisataan yang meliputi pertama, kepariwisataan berbasis 

nilai keutamaan yang terdiri atas nilai kebaikan (bonum), kebenaran 

(verum), keindahan (pulchrum), dan kesucian (sacrum); kedua, 

kebudayaan dan kepariwisataan sebagai proses transformasi sosial 

budaya, peningkatan kualitas kehidupan, area pembelajaran, 

melting point nilai lokal dan nilai terinduksi sehingga tidak sebagai 

tontonan melainkan menjadi tuntunan; ketiga, pengelolaan 

backstage dan frontstage culture melalui interpretasi, narasi, cerita-

visitor management, business model, dan management model. 

Keempat, people centered, domestic sustainability, equilibrium; 

kelima, pendekatan ekosistem kepariwisataan yang memperhatikan 

aspek bumi (lingkungan hidup), biologis, sosial, budaya, ekonomi, 

dan digital; keenam,  keberlanjutan budaya menuju pembangunan 

kepariwisataan berkualitas, berkelanjutan, dan holistik; ketujuh, 

pengalaman holistik berupa mind body soul experience; kedelapan, 

pengelolaan yang mencegah komersialisasi, eksploitasi, 

komodifikasi eksesif, dan dekulturalisasi. Kesembilan, perlu 
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pengelolaan tonic (potensi, sumber daya) dan toxic (kebencanaan) 

dalam kepariwisataan; kesepuluh, keunikan/kekhasan, otentisitas, 

lokalitas, point of difference sebagai DNA kepariwisataan; 

kesebelas, perlindungan/konsevasi dan pengembangan budaya 

yang dinamis melalui regulasi dan nilai kearifan lokal, kelembagaan, 

dan pemberdayaan; keduabelas, kebanggaan, karakter, dan 

martabat untuk menciptakan sense of place, destination uniquness 

menuju ALCIS. Terakhir, ketigabelas, komitmen serta konsistensi 

pemerintah dan stakeholders termasuk masyarakat.  

Demikian paparan dari saya dan terima kasih. 

 

Wassalamualaikum, 

Shalom, 

Om santi santi om, 
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MATERI 
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Dr. Inosensius Sutam 

(Akademisi UNIKA Santu Paulus Ruteng) 

“Membangun Pariwisata dengan Perspektif Kebudayaan: 

Manajemen Pembangunan dan Pengembangan Wisata 

Budaya di Daerah Penyangga Destinasi Pariwisata Prioritas” 

 

 

PAPARAN 

 

Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, 

Shalom, 
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Salam sehat dan sejahtera, 

 

Labuan Bajo saat ini ditetapkan sebagai salah satu destinasi 

pariwisata super premium berkelas dunia. Labuan Bajo dikenal 

sebagai brand pariwisata nasional dan dunia. Banyak wisatawan 

yang datang sehingga menghasilkan keuntungan bagi pemerintah 

daerah. Untuk itu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta 

Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, 

dan Kabupaten Manggarai Timur, harus menjadikan pariwisata 

sebagai primeover/lokomotif pengerak untuk membangkitkan 

perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya agar 

wisatawan dan keuntungan ekonomis yang diperoleh tidak hanya 

terdapat di Labuan Bajo, namun juga membawa keuntungan untuk 

Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun 

Labuan Bajo mendapatkan keuntungan tinggi dari sektor pariwisata, 

namun PAD tetap kecil, kemiskinan tinggi, dan terjadi kerusakan 

lingkungan. 

Terdapat beberapa media atau instrumen yang menjadi jalan 

yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat secara masif dalam 

indutri pariwisata, sehingga sebagai daerah penyangga Labuan 

Bajo masyarakat yang berada di sekitarnya telah merasakan dan 

mendapat imbas penetapan Labuan Bajo sebagai pariwisata 

premium. Salah satu yang penting adalah terjadinya transformasi 

fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan tradisional yang 

sebelumnya hanya bersifat ritual, seremonial sosial, dan politis, 

yang menghabiskan dana, tenaga, dan waktu, saat ini diarahkan 
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dan dikelola sehingga berdampak juga secara ekonomis, tanpa 

menghapus fungsi tradisionalnya. Tentunya hal ini harus 

diwaspadai agar tidak terjadi bahaya komersialisasi budaya. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan), 

kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, 

dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan 

serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Faktanya terkait dengan pendapatan daerah 

dari bidang pariwisata masih tergolong kecil hanya mencapai 40 

milyar. Sedangkan kepariwisataan bertujuan untuk: 

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi 

rendah, begitu juga pendapatan per kapita;   

2. meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dibuktikan dari IPM 

Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 65,90; 

3. menghapus kemiskinan; saat ini angka kemiskinan di Provinsi 

NTT masih tinggi; 

4. mengatasi pengangguran; saat ini angka pengangguran juga 

tinggi sehingga banyak yang menggunakan tenaga kerja 

wanita; 

5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; hal ini 

disebabkan karena banyak terjadi kerusakan alam;  

6. memajukan kebudayaan: sudah mulai nampak adanya 

pemajuan kebudayaan,  
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7. mengangkat citra bangsa; semakin memperkenalkan 

Indonesia yang dikenal dengan budaya unik, kaya akan 

keindahan alam, dan keramahan penduduknya 

8. memupuk rasa cinta tanah air; 

9. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan  

10. mempererat persahabatan antarbangsa. 

 

Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat, 

Dalam kurun waktu 13 tahun berlakunya UU tentang 

Kepariwisataan, ternyata masih kurang optimal dalam mencapai 

tujuannya, begitupun dengan implementasinya belum berjalan 

efektif, serta belum mengakomodasi perkembangan 

kepariwisataan. Sejumlah permasalahan dalam substansi dan 

kelembagaan di dalam UU tentang Kepariwisataan mengakibatkan 

belum efektif dan implementasinya UU tersebut di lapangan. 

Berdasarkan hal tersebut maka kita ingin merevisi UU tentang 

Kepariwisataan Tahun 2009. Beberapa materi muatan yang perlu 

dirubah yaitu: 

a. terdapat ketentuan dalam UU tentang Kepariwisataan yang 

multi tafsir terkait definisi dalam Pasal 1 UU tentang 

Kepariwisataan mengenai wisata, wisatawan, pariwisata, dan 

kepariwisataan, serta masih terdapat perbedaan penafsiran 

Pasal 13 UU tentang Kepariwisataan mengenai kawasan 

strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus. Dalam 

implementasinya terdapat perbedaan sudut pandang, para 

akademisi memandang sebagai substansi dan metode, 
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sedangkan ideologi kepentingan partai politik dan industri yang 

ada di belakangnya mempunyai sudut pandang yang berbeda. 

b. kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum 

dapat dijalankan secara keseluruhan, sebagai contoh adanya 

permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah perihal 

penetapan suatu daerah menjadi Daerah Pariwisata Nasional 

(DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 

karena dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional (Ripparnas) tidak dijelaskan secara rinci mengenai 

kriteria atau batasan dalam proses penentuannya. Dalam 

implementasinya, Ripparnas sering dijabarkan dalam 

Ripparda, namun dalam konteks yang berbeda. SDM yang ada 

sangat kurang kompeten, sosialisasi tidak dibuat, dan 

penyusunannya lebih bersifat top down daripada bottom-up, 

serta belum optimalnya otonomi daerah dalam bidang 

pariwisata. 

c. sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang 

dikembangkan secara optimal, pelaku usaha industri 

pariwisata yang masih ada yang kurang menganggap penting 

adanya sertifikasi usaha pariwisata, dan belum adanya 

pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Dalam implementasinya masih sedikit pelaku usaha pariwisata 

yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata, terutama sertifikasi 

mengenai Cleanliness, Health, Safety, and Environment 

Sustainability (CHSE). 
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d. aspek regulasi  dan kebijakan, yaitu komitmen dan 

kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan dalam 

RPJMD untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor 

prioritas relatif masih rendah, tata ruang dan 

penggunaan/pemanfaatan lahan yang sering menghambat 

investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan 

konflik, usaha di sektor pariwisata yang sering menjadi keluhan 

pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang 

memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, serta dukungan 

pendanaan pemerintah yang relatif masih rendah untuk 

program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan 

lain disektor pariwisata. Di daerah sering terjadi pergantian 

struktur Pemda dan SDM-nya sehingga terjadi 

ketidakberlanjutan kebijakan. Selain itu, keberadaan pariwisata 

sebagai sebuah industri, yang menjadi rebutan, antara Pemda 

Provinsi NTT, Pemda Kabupaten Manggarai Barat, dan Badan 

Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLF). Untuk itu 

dalam perubahan UU No. 10 Tahun 2009 perlu dibuat dengan 

jelas tupoksi dan wewenang masing-masing lembaga. 

e. dampak non ekonomis, pariwisata perlu dipandang sebagai 

salah satu sektor yang  berpengaruh pada kondisi sosio-

ekonomi dari pelaku pariwisata, sehingga dalam menghitung 

dampak atau multiplier efect pariwisata tidak lagi hanya 

mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga semua 

manfaat sosiologis dan psikologisnya terutama bagi wisatawan 

selaku konsumen. Adanya perkembangan pariwisata dari 
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wisata massal lalu muncul wisata minat khusus 

menggambarkan adanya pergeseran peranan pariwisata 

sebagai industri berbasis pengalaman dan mengutamakan 

output berwisata yaitu peningkatan kualitas hidup.  

f. secara global permasalahan pembangunan kepariwisataan 

yang mengemuka yaitu pelaksanaan pariwisata berkelanjutan 

atau sustainable tourism. Pariwisata berkelanjutan menurut 

United Nation World environment and host communities", 

(pariwisata yang sangat memperhitungkan dampak ekonomi, 

sosial, dan lingkungan, di saat ini dan yang akan datang, 

dengan mengutamakan kebutuhan komunitas pengunjung, 

industri, lingkungan, dan tuan rumah atau masyarakat sekitar 

objek wisata). Lebih lanjut menurut UN-WTO, terkait dengan 

kebudayaan maka pariwisata berkelanjutan harus menghargai 

keautentikan sosial dan budaya masyarakat sekitar objek 

wisata, menjaga warisan budaya dan nilai tradisi yang ada, 

serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan 

toleransi lintas budaya.  

 

Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, 

Masalah pariwisata dalam perspektif budaya lokal 

Manggarai: 

a. ciri meka (menjadi tamu): long ata lonto, lonto ata long, Labuan 

Bajo adalah   (alienasi masayarakat lokalnya dan budaya, 

nama tempat);  
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b. meka porong/meka toko: wisatawan yang datang hanya 

melihat dan pulang; 

c. ka’eng meka: tamu yang menetap dan menguasai; 

d. meka ka’eng: tamu  yang mencari kesenangan, asal-asalan;    

e. tiba meka: persaudaraan hospitalitas; dan 

f. mose meka: dunia ini adalah tempat wisata sebelum kita 

memasuki.  

Pariwisata ziarah mengendus jejak Allah lewat alam, budaya, dan 

perjumpaan dengan sesama sebagai saudara dan sahabat  

 

Pembangunan pariwisata harus bersifat holistik dan integral 

mencakup segala hal dan semua orang, semua dimensi hidup, 

semua perspektif, semua relasi, yang menjadi suatu pentahelik. 

Penyelenggaraan pariwisata yang baik berdasarkan prinsip ramah 

(sapta ramah), yaitu:  

a. ramah martabat manusia;  

b. ramah sesama: masyarakat lokal, wisatawan;  

c. ramah budaya lokal; 

d. ramah lingkungan (ekologi);  

e. ramah nilai etis religius; 

f. ramah nilai keadilan, kerja sama, transparasi, dan kejujuran; 

dan   

g. ramah iptek yang manusiawi. 

Dimensi operasional (manajerial) yang dapat dilakukan untuk 

membuat pariwisata (alam, budaya, dan rohani) menjadi atraksi 

(attraction):  
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a. aktitivitas (activity): what to see, what to buy, what to do, what 

kind the memory;  

b. aksesibilitas (accessibility); 

c. amenitas (amenity);  

d. akomodasi (accommodation);  

e. ansiliaritas (ancialirity, awareness, hospitality): imus caru 

isung, tawa caru ranga, sikap penuh perhatian, sikap tanggap; 

dan 

f. akselerasi. 

 

Hadirin yang terhormat, 

Peran Unika Santu Paulus dalam bidang pariwisata yaitu: 

a. mengadakan MoU dengan Kemenparekraf  pada tahun 2020;  

b. membantu dikeluarkannya SK (Perda) tentang Desa Wisata;  

c. pendampingan desa wisata, antara lain: Desa Meler dan 

Kelurahan Wali;  

d. FGD tentang Kebudayaan dengan pemangku adat dalam 

rangka pendampingan desa adat dan desa wisata;   

e. pendampingan mahasiswa untuk melek pariwisata melalui 

seminar, dan lokakarya;  

f. bekerja sama dengan pemerintah tiga kabupaten untuk 

mengembangkan pariwisata, salah satunya yang cukup 

berpengaruh terkait penguatan  kebudayaan lokal; 

g. mengadakan penelitian dan Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) terkait dengan kebudayaan;  
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h. mengundang pelaku pariwisata untuk mengadakan seminar 

dan lokakarya misalnya terkait etika pariwisata,  

i. terlibat dalam pembuatan tagline Kabupaten Manggarai: 

Manggarai The Land of Harmony;  

j. bekerja sama dengan pelaku pariwisata: Himpunan Pariwisata 

Indonesia (HPI), Association of The Indonesian Tours And 

Travel Agencies (ASITA) Perhimpunan Hotel dan Restoran 

(PHRI), dan Asosiasi Perkapalan 

k. menyelenggarakan Festival Golo Koe, Festival Golo Curu, 

Perayaan Hari Pariwisata Internasional: spritualitas, ekonomi, 

social-karitatif, ekologi,  

 

Hadirin yang terhormat, 

Materi muatan yang diusulkan untuk diamasukkan dalam 

RUU Kepariwisataan, antara lain: 

a. Pasal 1 dalam definisi atau batasan pengertian perlu 

ditambahkan definisi wisata online atau wisata elektronik yang 

sering dilakukan pada saat pandemi Covid-19;  

b. Pasal 1 dalam definisi ditambahkan terkait dengan pentahelix 

pelaku pariwisata;  

c. Pasal 2 terkait dengan asas dan fungsi  ditambahkan bahwa 

fungsi pariwisata yaitu: 

(1) pariwisata holistic-integral yaitu pariwisata terbuka kepada 

semua hal dan semua orang, semua dimensi hidup. 

(2) asas ekologis-berkelanjutan (suistainable tourism, tourism 

and green investement). 
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d. Pasal 3 ditambahkan tujuan pariwisata yaitu untuk pelestarian 

alam, budaya lokal, dan budaya nasional (dikaitkan dengan 

Pasal 6). Perlu ada penekanan pada pelestarian lingkungan 

hidup dan ekologis.  

e. Pasal 4 dan Pasal 16 terkait dengan daya tarik wisata 

diselaraskan dan disinergikan dengan objek pemajuan 

kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  

f. Pasal 17 perlu ditambahkan peran pemerintah dan pemerintah 

daerah terhadap usaha pariwisata, terutama usaha mikro kecil 

dan menengah. Mengingat saat ini belum berpihak pada 

masyarakat lokal, pemerintah atau pemerintah daerah 

mendampingi atau memberikan kesempatan kepada 

masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha-usaha 

pariwisata terkait dengan perlindungan budaya.  

g. Pasal 23 perlu ditambahkan kewajiban pemerintah dan 

pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas pariwisata 

terutama untuk penyandang disabilitas. 

 

Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima 

kasih. 

 

Wassalamualaikum, 

Shalom dan salam sejahtera. 
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B. SESI TANYA JAWAB  

Pertanyaan 

1. Bapak Trianda Gomez (pengusaha sektor pariwisata) 

Saat ini Wae Rebo menjadi destinasi pariwisata di Ruteng, 

apakah sudah ada penetapan berapa target jumlah kunjungan 

wisatawan lalu dari mana saja wisatawan tersebut? Kondisi 

infrastruktur untuk mencapai Wae Rebo sangat tidak layak, 

wisatawan terutama perempuan pasti akan berpikir ulang kalau 

hendak datang ke sana, untuk itu harus ada pihak yang 

memperhatikan dan bertanggung jawab membangun 

infrastruktur menuju Wae Rebo. Siapa yang bertanggungjawab 

dalam perbaikan infrastruktur ke Wae Rebo? Apakah bisa 

membangun infrastruktur jalan alternatif menuju Wae Rebo?  

 

2. Anro (Ketua BEM Unika Santu Paulus Ruteng) 

Terinspirasi dari film “Dragon for Sale” saat ini di Bajo yang 

terjadi adalah banyak orang asing yang mengambil air milik 

rakyat. Masyarakat di Kepulauan Labuan Bajo tertindas karena 

masifnya pembangunan di Labuan Bajo termasuk hotel yang 

membutuhkan banyak air. Penduduk tertindas karena 

kekurangan air. Bagaimana langkah strategis dari DPR 

terhadap hal tersebut? 

 

3. Dr. Hiro (Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Unika Santu 

Paulus Ruteng) 
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Bagaimana keputusan penetapan pembangunan suatu 

destinasi pariwisata selama ini? Dikhawatirkan yang selama ini 

terjadi dilakukan tanpa kajian (AMDAL) terlebih dahulu? Atau 

dibangun beriringan dengan diprosesnya AMDAL? Refleksi 

kritis untuk pengembangan pariwisata ke depan, idelanya 

AMDAL dulu baru ambil keputusan pengembangan. Hal ini 

perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam penyusunan 

revisi UU Kepariwisataan ini. 

 

 

 

4. Bayu (Mahasiswa Unika Santu Paulus Ruteng) 

Berdasarkan paparan narasumber Ibu Kuntari, setiap pelaku 

atau perusahaan pariwisata wajib mendapatkan izin. Kendala 

di Indonesia, pelaku pariwisata, terutama masyarakat kecil, 

ketika mau mencari izin sangat sulit. Selama ini tampaknya 

pemasukan yang diperoleh negara hanya dirasakan oleh 

pejabat negara. Mimpi besar pariwisata menambah 

pemasukan negara, masyarakat kecil jarang mendapatkan 

manfaat dari pemasukan negara. Ini kontradiktif dengan 

pariwisata berkualitas. 

Pertanyaan untuk Romo Max mengapa tarian Caci hanya 

boleh dilakukan oleh laki-laki? Apakah mungkin ditarikan oleh 

perempuan? 

 

5. Prikso (Mahasiswa TeologiUnika Santu Paulus Ruteng) 
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Ditujukan kepada Bapak Frans Teguh 

Apa yang terjadi di Labuan Bajo, kita tidak boleh lupa dengan 

hak-hak masyarakat yang terancam, seperti hak atas 

hidupnya. Ketika misalnya masyarakat Labuan Bajo, petani jadi 

nelayan dan ke laut, mereka dipaksa jadi nelayan karena ada 

parwisata. Kemudian mereka jadi penjual souvenir karena di 

laut akan mengganggu parwisata. Masyarakat lokal di tempat 

pariwisata menjadi ketakutan.  Mengapa hal itu bisa terjadi? 

 

Jawaban 

Kuntari, S.H., M.H 

1. Atas pertanyaan Bapak Gomez, infrastruktur memang menjadi 

kendala utama yang dialami daerah dan sangat tergantung 

pada kemampuan anggaran, namun saat ini yang berkembang 

justru wisatawan sangat berminat mengunjungi objek 

pariwisata berkualitas atau minat khusus dengan tracking yang 

sulit sebagai salah satu tantangannya. Kesulitan pencapaian 

ke suatu destinasi menjadi ketertarikan utama demi 

mendapatkan kepuasan tersendiri dengan tujuan menikmati 

keindahan budaya yang ada di objek yang dituju, dalam hal ini 

Wae Rebo salah satunya. 

2. Menjawab pertanyaan Adik Anro, berdasarkan hasil kajian 

anggaran yang telah kami lakukan atas 5 destinasi pariwisata, 

memang benar dampak negatif yang terjadi di Bajo pasca 

ditetapkan sebagai destinasi pariwisata premium yaitu sanitasi 

dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Untuk 
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itu kami sedang berupaya untuk mendorong bagaimana 

pengaturan tata ruang di wilayah destinasi pariwisata, 

termasuk pengelolaan sumber air dan sanitasi, harus sesuai 

dengan desain perencanaan yang teah dibuat dan sesuai 

AMDAL. 

3. Terkait perizinan bagi pelaku pariwisata, kami sangat kagum 

dengan Turki, untuk itu dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan kami akan berupaya untuk mengatur 

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku dengan orientasi kemudahan berusaha. 

 

Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si 

1. Narasi budaya harus dapat menyatu dengan budaya. 

2. Ada beberapa pendekatan, yaitu: 

a. penguatan “kekuatan karakter lokal” yang harus dibarengi 

dengan kebijakan; 

b. promosi kebudayaan; dan 

c. investasi, perlunya sumber pendanaan dan kejelasan 

kemana dana yang diperoleh. 

3. Perlu ada jembatan penjumpa dialog budaya. 

4. Narasi budaya lokal harus lebih banyak daripada narasi besar. 

 

Dr. Frans Teguh, MA. 

1. Pariwisata harus dipahami sebagai milik bersama, every body 

doing this bussiness, maka ke depan perlu: 

a. konsistensi; 
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b. harmoni; 

c. high of quality life; 

d. mengeliminir gangguan berupa krimininalisasi; 

e. dialog tentang kearifan lokal supaya tidak miskin diskusi 

dalam memahami nilai-nilai lokal; 

f. tidak single community melainkan harus multi community 

karena kita berbicara tentang kehidupan. DNA dari 

pariwisata yaitu cari yang unik, autentik, dan kelokalan 

yang semuanya menjadi esensi dari kebudayaan; dan 

g. terkait pertanyaan pariwisata sebagai narasi, promosi 

pada kenyataannya perlu diperkuat terhadap produk yaitu 

berupa pengalaman yang dirasakan wisatawan ketika 

datang di suatu tempat. Produk yang dimaknai tidak 

dibawa secara fisik, tetapi perlu dinarasikan sebagai 

experience. 

2. Kita sepaham bahwa pariwisata sebagai value added bagi 

suatu budaya. 
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C. DOKUMENTASI KEGIATAN 
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